
BERITA

NOMOR 02

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2OO9

PERATURAN BUPATI GIANJUR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 02 TAHUN 2OO9

TENTANG

_ _TI]cAs, FrrNGSr DAN TATA KERJA U|{IT ORcAryrsAsrDI LINGKT]NGAN DIhTAS KEBUDAi;;,I\i OAi P;TTWSITO

BUPATTCIANJU&

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan-perahran pemerintah Nomor 4l Tahun2007 toarrang pcdoman Organisasi i;;A;-b"erab pem€rintah
Kabr4atgn Cianjur telah memientuk Oirr"r-flr:ra"Vaan dan pariwisata
berdasarkan peraturan Daerah Nomor o7 irt* i"oiil

b. bahwa berdasarkan pffibllgT sebagaimana dimaksud pada huruf ase"uai dengan pasal l13 ayat 14 reraturin r*r"nTrr** o7 Tahrur 2008,perlu.menetapkan tug,rs, frieii * ,; ka;Iil; Kebudayaan danPariwisata dengan peranran Bupati.

: 1. U-ndang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah
[a]p1en Dalam Lingkungan propinri fuw" nai"t iBerita Nogara Tahun1950 Nomor 43);

2- Undang-Undang Nomor 
- -g Tahun lg74 tentang pokok_pokok

Kepegawaian (Lcmbaran Negara Tahun f gic i.i"_* 55, TambahanIrmbaran Negara Nomor_:b+t; sebagaim;"-;J; diubah denganUndang-unclang Nomor 43 r"r,un ioll tintang;;fu_ Atas Undang-undang Nomor t fanul^^ff]! t*t*g p"'t"t_p"ko& Kepegawaian(hmbaran Negara Tahun 1999 Nomor ii;, iildil Lembaran NegaraNomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor ?2 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(bmbaran Ncgara Tahun 2004 Nomor l2ji;;"il Lembaran NegaraNomor 4437) sebagaimana rclah diuball;;ng;'itfng_unaaog Nomor8 Tahun 2005 tentans, penetapan po;;;; -p.i.rior"t 
pengganti

undang-Undang Nomoi3 r"n*,'zoos t"nt ig ;;;;* Atas undang-Undang Nomor 32 Tahrm 2004 ,"nt-g p"*-oini"fran Daerah meqiadi
!-ndang-undang (Lembaran N.g*u nEp"uiii-- rnJoi"riu Tah.n 2005Nomor 108 Tambahan Lembarl N"g; GrtIil Indonesia Nomorjj+t) jo. Undang-Undang Nomor l2-Tatrun'ZOOT't rt n g perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 f*r* ZOfX-t"nt"og pem€rintahan
Daerah(.ornbaran Negara Tahun 200s No;;;;-9, i"-u"fr_ l.embaranNegara Nornor 4844);
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4. Undang-Undang Nornor-33 Tahun 2004 tentang perimbangan KeuanganAntara pemerintah pusat dan Daerah g__Uirai-N"g"ru Tahun 2004Nomor 125. Tambahan Lemb-_ Nffi iril"r?izl
5. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagianUrusan pemsrintahan 

. Antara p"*lJ"t"f,.- pomcrintahan DaerahPropinsi. dan pemerintahan-Dacrah Kab;ail/A; (Lembaran Negara2007 Nomor 8Z rambahan L"*b;;il;;;;r.riX, +zszy,

6. Peraturan pemerintah Nomo,r 4l Tahun 2007 tentang pedoman
organisasi perangkat Dasrah.(!"J"rT;;;ur1"i"t,rn zooz Nomor 89,Tambahan Lembiran Negara No*o. iziiji"-'- '."'

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
. 
Nomor 57 Tahun 2007 tentangPenrnjuk Teknis penataan org*lr"ri ij"r"iiir'o"r1"rr;

8. Perahran Daerah Kabunaten 
Sanjul Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara penyuounan pera:turan 
-naeratr d*;;;il; Lcnrbaran Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4i il;; sebagaimana tolahdiubah dengan peraturan n".rrr, ru-uup";;i;_,? Nomor 02 Tahrm2006 tentang porubahan pcrtama_Ata, p"ot"r .Oo""r'uf, Nomor 02 Tahun2001 tenrang o_ombaran Daerah rfi;;6;-1ffi;'dl,eri ol,

9. Peraturan Daerah Kabunnten 
.Ciaqiur Nomor 03 Tahun 200g tentangLtrus.nn l,onrcrinr.'^n Dnoralr O-u*[r** i..id;;;2008 Nomor 03Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabuoaten Cianjur Nomor 07 Tahun 200g tentangOrganisasi pemerintahan D"*+ d; p;;**il Ogmfrasi perangkat
!a91h Kabunaten Cianjur (L"mb;r.n;;;1J* zoos Nomor 07Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PNRATIIRAN BIIPATI TENTANG
KERJA I.INIT ORGANISASI
KEBIIDAYAAN DAN PARIWISATA.

TUGAS, FI]NGSI DAN TATADI LINGKT'NGAN DINAS

BAB I

KETENTUAN(IMT-M

Pasal I
Dalam Peraturan Brryati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Ciaqiur.



2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas daerah tertentu berwenang mengatur dan menguus 

- 
tepentingan

masyarakat Ttempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan' .rpii"i
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik lndonesia-

3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

- 
pernerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan pe.aturan perundang_
undangan.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakiian Rakyat Daerah menurut
azas desentralisasi.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai
Badan Eksekutil

6. IJrusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak 

_ 
dan kewajiban sctiap tingkatan dan atau susunan pemerintatran

untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, metayan[
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Bupati adalah Bupati Cianjur.

8 Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada pemerintah Daerah
yang 

. 
bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut setda adalah sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

I l. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan pariwisata.

12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata.

13. unit Pelalsana Teknis Dinas (uprD) adalah unsur pelaksana operasional
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

14. Kelomprk Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh-oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profejinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FI.JNGSI DINAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan
dan pariwisata.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Seketaris Daerah.



Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3
( l) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

bldang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi
pembantuan.

daerah di
dan tugas

{Z) llam melaksanakan tugas-sebagaimana dimaksud pada ayar (l) pasal ini,
Drnas, menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebrjakan teknis dinas di bidang perencanaaq pelaksanaan,
pembinaqr,r, evaluasi dan laporan penyelenggaraan ,"bugi* u-r*
pemenntahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesiuai dengan
ketentuan dar/atau peraturan perundang-undangan yang berlakq
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan'k.t nt rn daniatau
peratuan perundang-undangan yang berlaku;
pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan
sebogran urusan pemerintahan di-bidang kebudayaan d; pariwisata
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundaurg-rmdangan yang
berlaku;

pelaksanaan.tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi dinas.

c.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsw-Unsur Organisasi

Pasal 4
Unsur-unsur Organisasi Dinas, adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris;

c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Seksi, UpTD dan
Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala;

Sekretariat, membawahkan :

b. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.2. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan;
b.3. Sub Bagian Penyusunan program.

Bidang Kesenian dan Budaya, membawahkan :

c.1. Seksi Bina Kesenian;
c.2. Seksi Bina Budaya.

b

c.



d. Bidang Kepariwisataan, membawahkan :

d.l. Seksi Bina Produk Pariwisata;
d.2. Seksi Bina Usaha Kepariwisataan;
d.3. Seksi Promosi Wisata.

e, UPTD

f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV
TUGAS KEPALADINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan da€rah di bidang kcbudayaan dan pariwisata serta
memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DANFUNGSI UNIT ORGANISASI

DI LINGKUNGANDINAS

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi
dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan
dinas serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan program dan
kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiata.n dan
anggaran sekretariat;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program dan
kegiatan dan anggaran Dinas;

c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum
pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;

d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian;

f pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;

g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;

h. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

j. pengkoordinasian p€nyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

k. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentu; dan/
atau perahuan perundang-undangan yang berlaku;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

(2) Urrtuk meny.elenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Seketariat dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan;
c. Sub Bagiarr Penyusunan program. -

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. melakukan penpsunan . rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan pro$am dan kegiatan Seketariat;

b. melakukan_ pgnliapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang penyusunan rencana-kebutuhar! pendistribusian,
pemeliharaan barang, gedung, taman, dan peralatan kerja sesuai deng;
ketentuan dan atau peratuan perundang-undangan yang bertat o;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang hubungan masyarakit, keprotokolan, penerimaan
tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan dinas sesuai dengan
ketentuan dan atau peratuxan perundang_undanlan yang berlaku; -

d. melakukan penylapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
kepada unit kerja di lingkungan dinas:

e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan penerimaan, penggandaan,
pendistribusian dan pengiriman suraVnaskah dinas, arsip ,.slfr a""g;
ketentuan dan atau peraturan perundang_undangan yangberlaku; -

f. melakukan 
_penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai dengan

ketenyuan dan atau peraturan perundang-undanlan yang berlaku; -
g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian

sesuai dengan ketentuan dan/atau peralpran perundang_undangin V*gberlaku;

h. melakukan koordinasi, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan
pendokumentasian peraturan perundang_und;ga; sesuai denean
ketentuan dar/atau peraturan perundang-uidangan-yangberlaku; -

i. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengon ketentuan dan/etau peraturan perundsng_
undangan yang berlaku;

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Selaetaris sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan sesuai dengan program dan kegiatan Seketariat; 

-



b. melalcukan pelyrapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang pembinaan peibendaharaaq pengelolaan
administrasi keuangan dan sistern- akutansi tiuangair dan
barang/aerlengkapan dinas, sesuai dengan ketentuan dan/atau-peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan Tlyrryan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional. di bidang penyusunan rencana anggann au" p"na"p"a"
dinas_sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturfr'perundani-*a*S-
yang berlaku;

d melakukan penylapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan,
penylmpanan, pengeluaran uang atau barang/ perlengkapan dinai
sesuai dengan ketentuan dadatau p€raturan p"r,i"a*g_uoa*gan yang
berlaku;

e. melakukan-penyrapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan
penilaian barang/perlengkapan/asei dinas sesuai dengan ketentian dail
atau peratunn perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akutansi keuangan dan
barang/perlengkapar/aset dinas- sesuai dengan ketentuan dar/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan/atau pe-raturan pe-rrdaog-
undangan yang berlaku;

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Seketaris sesuai dengan
ketentuan dar/atau peraturan perundang_undangan yang berlakq

(3) Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian penyusunan
Program sesuai dengan program dan iegiatan Seketariaq

b. melakukan- penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional. di bidang penyusunan rencana program d"n k"giut"o
dinas_sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan pJrunaang_unOingao
yang berlaku;

c. melakukan_ penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang pembinaan sis-tem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dar/
atau penturan perundang-undangan yang berlaku;

d. melakukan-penyapan bahan koordinasi penyusunan rencana startegis,
program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/itau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pet.at<uka1 penyiapan bahan pengelolaan dan pengusulan program dan
kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/aiaup"ot d perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan infonnasi
manajemen pelaksanaan Fogram dan kegiata; dlnas 

-An" 
."soui

dengan ketenluan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;



g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dall informasi programdan kegiatan dinas sesruri 
_ 
a"ig* t"t*t 

", danlatau peraturanperundang-undangan yang berlaku; -
h. melakukan evaluasj dan 

laporan kegratan Sub Bagian penyusunan
Program sesuai den_gan titentuan'J"rv"r"i--p"o* perundang_undangan yang berlaku;

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Selaetaris sesuai denganketentuan dan/atau peraiurai p"r*a*g_r"a'_g* yang berlaku;

Bagian Kedua

Bidang Kesenian dan Budaya

Pasal l0
Bidang Kesenian dan Budly,a memunyai tugas menyelenggarakan sebagiantugas dan fungsi dinas di bidang pembinaan ["r.rJ*'iu" kebudayaan sesuaidengan ketentuan dan/atau peraturan perund;;:;dang; yang berlaku

Pasal I I
(2) Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, BidangKesenian dan Budaya, minyelenglarak; il;i; ''

a. penyusunan program dair kegiatan Bidang Kesenian dan Kebudayaan;
b. pengkoordinasian dan.penyiapan bahan perumusan kebijakan umumpemerintah daerah ai bidang plmbi""* tir"ri_ a* kebudayaan;
c. penyiapln penyajian data dan informasi mengenai potensi sertapermasalahan di bidang pembinaan tesenian Oan-[ltudavLo; -
d penlapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan terods dinas dibidang pembinaan kesenian a"i, t.U"A"VLi-- rJr*i dengan ketentuandan/atau peraturan perunaang_unaang;'y;g u"ii"r.;
e. penyiapan bahan koordinasi 

_ 
penyusunan rencana dan pelaksanaan

p.98r1m, kegiatan dinas di 'UlO*g 
pe.Uina* kesenian dankebudayaan;

f pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan kesenian dankebudayaan sesuai dengan r..t",ituun ouJuf,ir"f"ru* perundang_
undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungandinas dan atau lembaga tuln yung-i.rtuii lSigan tugas uidangKesenian dan Budaya;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan kesenian dankebudayaan sesuai dengan ketentuan ai,Vutlu 
- 

p"ot** perundang-
undangan yang berlaku;

i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporanpelaksanaan progam dan kegiatan olo* ai-'Uioang ;";i;;kesenian dan kebudayaan s.su"I deng"n [.i.ntut a"rV"tuo peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan
ketentuan dan/atau peraiu.an peruna""g_una*dii*g berlaku;

1')H,1,:5y::f]^":qqT*T funssi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
E toang Kesenlan dan Budaya, dibantu oleh :



7

a. Seksi Kesenian;
b. Seksi Budaya.

Pasal 12

(i) Seksi Kesenian, mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesenian sesuai dengan
program dan kegiaan Bidang Kesenian dan Budaya;

b. melakukan penylapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah dibidang kesenian;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang
kesenian;

d. melahrkan penyiapan bahan penyusunan prograrn dan kegiatan
kesenian;

e. melakukan penyllpan bahan pembinaan teknis operasional seksikesenian sesuai dengan ketentuan dar/atau peratruan perundang_
undangan yang berlaku;

f melakuka_n penylapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas dibidang kesenian sesuai d-enjan ketentuan dan/atau
pentunrn perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Kesenian sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yang
berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesenian dan- Budaya sesuai dengan ketentuan dan/a'tau peraturai
perundang-undangan yang berlaku;

(2) Seksi Budaya, mempunyai tugas:

a. melakukan penlusunan rencana kegiatan Seksi Budaya sesuai dengan
progam dan kegiatan Bidang Kesenian dan Budaya;

b. melakukan rynyiaryn bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah dibidang seksi budaya;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang
seksi budaya;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan seksi
budaya;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional seksi
budaya sesuai dengan ketentuan da/atau peratuan perundang_
undangan yang berlaku;

f melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas dibidang seksi budaya sesuai iengan ketentuan dar/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Budaya sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesenian dan Budaya sesuai dengan ketentuan dandtau peraturai
perundang-undangan yang berlaku.



I

l.

l0

Bagian Ketiga

Bidang Kepariwisataan

Pasal 13

Bidalg Kepariwisataan, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
dan fimgsi Dinas di bidang kepariwisataan sesuai deilan ketentuai dan/aLu
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang
Kepariwisataan, mcnyelenggarakan fungsi :

a. pen)rusunan progmm dan kegiatan bidang kepariwisaaan;
b. pengkoordinasian dan penyrapan bahan perumusan kebijakan umum

pemerintah daerah di bidang pembinaan kepariwisataan;

c. penfapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang pembinaan kepariwisataan;

d. penlapan bahan koordinasi penyusunan kebiiakan teknis dinas di
bidang pembinaan kepariwisataan sesuai dengin ketentuan dan/atau
penturan perundang-undangan yang berlaku;

e. penlapan bahan koordinasi penyusunan rencana clan pelaksanaan
program, kegiatan dinas di bidang pembinaan kepariwisataan;

i pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan kepariwisataan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yang
berlaku;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan
dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dJngan tugas Bid;ng
Kepariwisataan;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan kepariwisataan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yang
berlaku;

i. pcnyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan lopran
pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan
kepariwisataan sesuai dengan ketentuan dan/atau per.aturan penmdang_
undangan yang berlaku;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangin yang berlaku.

(2) yltuk menyelenggarakan fungsi sebagairiiana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Kepariwisataan, dibantu oleh :

c. Seksi Bina Produk pariwisata;
d. Seksi Bina Usaha Kepariwisataan;
e. Seksi Promosi Wisata.

Pasal 15

(1) Seksi Bina Produk Pariwisata, mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina produk pariwisata
sesuai dengan program dan kegiatan bidang kepariwisataan;

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah dibidang pembinaan produk pariwisat4



c. melakukan penylapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang
pembinaan produk pariwisata;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan progmm dan kegiatan
pembinaan produk pariwisata;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan
produk pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peratuan
perundang-undangan yang berlaku;

f melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas dibidang pembinaan produk pariwisata sesuai dengan
ketentuan dar/atau p€raturan pcrundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan lapoian kegiatan Seksi Bina produk pariwisata
sesuai dengan ketentuan dar/atau perafiran perundang-rmdangan yang
berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Seksi Bina Usaha Kepariwisataan, mempunyai tugas :

a. melakukan pen!.usunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha
Kepariwisataan sesuai dengan progam darl kegiatan Bidang
Kepariwisataan;

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah dibidang pembinaan usaha kepariwisataan;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang
pembinaan usaha kepariwisataan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan progntn dan kegiatan
pembinaan usaha kepariwisataan;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan
usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan danlatau peratunn
perundang-undangan yang berlaku;

f melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas dibidang pembinaan usaha kepariwisataao sesuai dengan
ketentuan dar/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Usaha
Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundarg-
undangan yang berlaku.

(3) Seksi Promosi Wisata, mempunyai tugas :

a. melakukan pen)rusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Wisata sesuai
dengan program dan kegiatan Bidang Kepariwisataan;

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah dibidang promosi wisata;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang
promosi wisata;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
promosi wisata;
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melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional promosi
wisata sesuai dengan ketentuan dan/atau p"ritu*n perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas dibidang promosi wisata sesuai dengan ketentuan dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi promosi Wisata sesuai
dengan ketentuan dar/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

melakukan tugas luin yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kepariwisataan.sesuai dengan ketentuan dar/atau peraturan perundangi
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
!r$"e teknis penunjang pada dinas dapat dibeniuk Unit pelaksana
Teknis Dinas.

(1) Pembentukan, organisasi dan/tata kerja Unit pelaksana Teknis Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) atan diatur dan ditetapkan
tersendiri dengan peraturan Bupaii.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Pada dinas dapat dibentuk j abatan fi.rngsionar sesuai dengan ketentuan dar/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kelompok Jabalan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan fungsional yang telah diietapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahli;nya.

(2) Setiap.kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oieh
Kepala Dinas.

(:) ,lumlan tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, ditentukan berdasarkan kebuhrhan dan beban ke{a.

(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.
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BAB VI

TATAKERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugafnya Kcpala Dinas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinhonisasi baik dalan lingkup di-nas oiaop"i,
delgan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur
dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya beranggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala !u! Bagran dalam melaksanakan tugasnya berhnggungiawab
kepada Sekretaris dan Kepala Seksi bertanggungiiwab kefria ftepala
Bidangnya masing-masing.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkahJangkah yang dipeitukan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perunOang-..dangan yang
berlaku.

(5) Sefiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-disin!- serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk sesuai dengan viii dan misi dinas serta
menjabarkannya dalam program dan kegiatan opersional sesuai tugas dan
fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masiig dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala miupun
sewaklu-waktu.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dar/atau
arahan kepada bawahan.

(8) Kepala Dinas menyampaikan laporan Kepada Bupati melalui Seketaris
Daerah.

(9) Dalam 
-menyampaikan 

laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala
Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 21

( t ) lgFetatis mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnyi. -

(2) Dalam hal Seketaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas yang
dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala
Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan. kewenangan yang dilimpahkan.



(3) Apabila seorang pimpinan sahran organisasi di lingkungdt
berhalangan melaksanakan trgas, maka yang Ucrsangkutan
menuqiuk seorang pcjabat catu tingkat l€bih rddah di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Patel22

Dinas
dapat

Pembiayaao Dinas berasal dari anggaran pcadaAan dan betar{a daerah serta
sumber pcmbiayaan tainnya_ sesuai dengan ketcntuan dlmlfui p€ratran
perundang-undangan yang berlaku

BAB VItr
KEPEGAWAIAN

Pasal 23
(1) Pengangkatan dan pemberhe,ntian Kepala Dinas s€rta para pernangku

jabatan lairmya dalam ringkungan dinas dilakukan sesuai dengalketentian
dar/atau peraturan penmdang-undangan yang bcrlaku.

(Z) feplla Orys bertanggung jawab dalam hal p€rencanaarl pengelolaan dan
pembhaan kep egawaian.

(3) Ketentuan lain mengcnai masalah kepegawaian diahr sesuai dengan
ketsntuan dan atau peraturan perundang-rmdangan yang berlaku

BAB D(
KETENruAN PENUTT'P

Pasal24
(1) Deng;an berlakrmya P€rah[an Bupati mr, maka segala ketentuan yang

berlentangan dengan Perahran Bupati ini ainyatatan i'Oat terlatu.
(2) Hal-hal lain yang belum cukup diahn daram peraturan B'pati ini akan

diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dimdangkan.

4gr. ry,op orang mengetahuiny4 memerintahftan pengundangan perahran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. -

Dtetapkan di Ciaqjur
pada tanggal 16 Januari 2009
BUPATI CIANJTIR.

Cap/ttd.-

TJETJMMUCTITAR SOLEH

16 Januari 2009

DAERAH,

Utama Muda
NIP.480 092 110

BF,RITA DAER.AH KABT.IPATEN CIANJUR NOMOR 02 TAHI.IN 2009.


